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Gampong 

 

Alokasi Dana gampong adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah gampong dan Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut), yang 

ditetapkan dengan Peraturan gampong. Alokasi Dana Gampong (ADG) 

merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah 

desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Pada kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana 

gampong masih sangat sering bermasalah. Seperti yang terjadi di Gampong 

Miruek Taman, kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan 

yang sering terjadi salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan baik dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan program yang 

ditetapkan. Permasalahan lain adalah fungsi pengawasan yang dijalankan Tuha 

Peut terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADDes). Seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana dikatakan 

bahwa Tuha Peut berfungsi mengawasi pemerintahan desa. Badan 

Permusyawaratan Desa yang diharapkan  dapat berperan maksimal dalam 

mengimplementasikan fungsi pengawasan yang dimilikkinya terlihat belum 

berjalan seperti yang diharapkan. Padahal dalam pengalokasian dana desa 

tersebut diperlukan fungsi Tuha Peut sebagai pengawas agar dana tersebut 

tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang oleh 

Tuha Peut yang dimaksud adalah pemakaian anggaran desa dilakukan dengan 

melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Selain itu 

kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan 

pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya. 
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BAB  SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 18 telah mengatur sistem 

pemerintahan dalam tiga tingkatan, yakni provinsi yang disebut sebagai daerah 

besar, kabupaten sebagai daerah otonom dan desa1. sebagai daerah otonom asli. 

Artinya hal ini mengatur mengenai sistem pemerintahan desa, dengan 

menempatkan desa sebagai salah satu daerah otonom yang bersifat asli. 

Kehadiran otonom daerah bagi setiap warga di desa memberikan dinamika dan 

suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab 

masyarakat desa sadar bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi selama ini 

berada dalam posisi yang tidak kondusif dalam mendorong penegakan 

demokrasi pada masyarakat desa. Konsekuensi implementasi otonomi desa 

adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran 

struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya 

untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, 

pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang 

petunjuk pelaksanaan Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.2 

Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan 

menegaskan kewenangan desa dan dana desa yang akan diterima oleh desa. Hal 

yang menarik sekali dan penting dalam struktur pemerintahan desa adalah 

                                                 
1 Desa dalam  Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan dan 

Pemberhentian Keuchik di Aceh,  Gampong atau nama lain, adalah kesa tuan masyarakat hukum 

yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak 

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Pasal 1 Angka 11) 
2 Nya’ Pha, M. Hakim, “Lembaga desa Merupakan Salah Satu Simpul Utama Energi 

Sosial Masyarakat Aceh”, Makalah dalam Simposium Daerah Forum Pascasarjana Unsyiah, 25 

Juni 2001, Darussalam, Banda Aceh. 
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hadirnya Badan Permusyawaratan desa yang berkedudukan sejajar dan 

menjadi mitra Pemerintahan desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan 

Gampong bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara 

keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong dan Badan Permusyawaratan 

Gampong sebagai wakil-wakil rakyat gampong yang diperagakan oleh lembaga 

legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.3 

Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki tugas, 

fungsi, kedudukan wewenang yang tidak kalah kemandiriannya dengan 

pemerintah Desa (Keuchik). Seperangkat peraturan perundang-undangan yang 

menyinggung masalah Badan Permusyawaratan Desa (BPG), menyebutkan 

bahwa secara garis besar institusi ini memiliki tugas dan misi luhur yang 

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah Desa (Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 

2014).4 

Fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPG) 

diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah Desa berkualitas, dinamis, 

transparan, baik dan bersih. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif 

Desa, yang selama ini didominasi oleh keuchik, sekarang dijalankan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPG) sebagai badan legislatif Desa yang merupakan 

lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa 

(BPG), yang memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di  

Desa.5 

Badan Permusyarawatan Desa (BPG) diharapkan menjadi wadah atau 

gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, 

                                                 
3 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, 

(Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154. 
4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
5 Bito Wikantosa, Narasumber Expert Meeting Anotasi UU Desa, 7 Mei 2015 di 

Kantor PATTIRO, Jakarta. 
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sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik Desa, serta menjadi alat kontrol 

bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan 

ditingkat Desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa 

(BPG) sebagai mitra Keuchik, berperan aktif dalam membangun Desa bersama 

keuchik dan masyarakat.6 

Badan Permusyawaratan Desa (BPG) menjadi alat kontrol bagi 

pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di Desa. Sehingga 

diharapkan pemerintah Desa komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 

Akan tetapi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPG) yang tidak 

melibatkan berbagai perwakilan dari masyarakat yang ada akan mengakibatkan 

pelaksanaan fungsinya kurang berjalan dengan baik. Fungsi control yang 

dimaksudkan disini adalahfungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPG kepada 

keuchik dan perangkatnya dalam pelaksanaan peraturan Desa dan anggaran 

pendapatan belanja Desa.7 

Sesuai dengan fenomena yang peneliti temui di Kecamatan Darussalam 

Kabupaten Aceh Besar melalui pengamatan awal, fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa masih ditemui adanya kendala-

kendala dan kelemahan dimana dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban 

keuangan desa sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta pengalokasian 

dan penggunaannya belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 

2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa dimana 

dengan personil yang terdiri sebanyak 5 orang termasuk ketua, tingkat 

                                                 
6 Sufi, Rusdi, “UU Nomor 5 tahun 1979 yang Menghancurkan Kedudukan Desa”, 

Majalah Ilmiah Haba, No. 12 Tahun 2000. 
7 Ibid 
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pendidikan tertinggi anggota badan permusyawaratan desa adalah Sekolah 

Menengah Atas, merupakan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang 

merupakan tindakan pencegahan, yang sifatnya internal karena BPG tidak dapat 

memberikan sanksi terhadap hasil pengawasan yang ditemui adanya 

pelanggaran, pengawasan yang dilakukan juga meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban yang selama tahun 2015 masih 

ditemui adanya kendala dan kelemahan, dimana BPG belum maksimal 

melaksanakan fungsinya, hal ini disebabkan karena waktu yang tidak memadai, 

dengan petunjuk teknis yang sangat ketat diberikan oleh pemerintah kabupaten, 

sehingga melemahkan fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan desa, 

dalam pengelolaan dana desa terkesan hanyalah urusan antara pemerintah desa 

dengan pemerintah kabupaten, sehingga kesannya badan permusyawaratan desa 

tidak dilibatkan dalam pengelolaannya. Pengawasan dalam penggunaan 

anggaran Badan Permusyawaratan desa selama tahun 2015 adalah pengawasan 

dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa, dimana dana yang paling besar berasa dari 

mata anggaran  pembangunan jalan tani, dalam proses pelaksanaannya dinilai 

menemui kendala, yaitu tidak selesainya pekerjaan tersebut selama tahun 2015 - 

2019.8  

Konsep Pengawasan Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam 

manajemen untuk menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan 

tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke 

arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisonal, disebut lepas kontrol. 

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana 

                                                 
8 Gani, Iskandar A., 1998, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan 

Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Gampong di Aceh, Tesis, 

Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998. 
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penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, 

kemubaziran, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang.  

Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang 

sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 

Karenanya diperlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran. Adanya berbagai 

jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah menuntut penanganan 

yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat 

mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Ini bertujuan untuk menjaga 

kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.  Lyndall F. 

Urwick juga menganggap bahwa pengawasan itu adalah upaya agar sesuatu 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan isntruksi yang 

telah dikeluarkan.9 Pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apa pun 

sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, 

yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.10 

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi 

yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjan yang sudah 

diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.Karena itu bukanlah 

dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih 

diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan. 

Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus 

menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing bidang, 

sesuai rencana semula. 

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. George Terry 

mengatakan, controlling can be defined as the process of determining what is to 

                                                 
9 Urwick, Lyndall Fownes. Unsur-unsur administrasi. (New York: American 

Management Association, harper & brothers, 1944), hlm. 14 
10 Ibid, hlm. 15. 
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accomplished, that is the standard, what is being accomplished, that is the 

perfomance, evaluating, the perfomance, and if necessary applying corrective 

measure so that perfomance takes place according to plans, that is in conformity 

whith the standard.11 Maksudnya, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses 

penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksannan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-

perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan 

standar (ukuran). 

Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap: 

1. Pelaksanaan Peraturan Gampong 

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes) 

3. Pengawasan terhadap keputusan Keuchik. 

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan 

Gampong (BPG) berhak meminta pertanggungjawaban Keuchik serta meminta 

keterangan kepada pemerintah gampong. Fungsi Badan Permusyawaratan 

Gampong (BPG) dalam bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan gampong dengan cara Badan Permusyawaratan Gampong 

(BPG) mengawasi semua tindakan pemerintah gampong dalam menjalankan 

roda pemerintahan gampong yang dilakukan secara langsung atau pun tidak 

langsung. Pengawasan terhadap keputusan keuchik yaitu dengan cara Badan 

Permusyawaratan Gampong (BPG) melihat dari proses pembuatan sampai isi 

keputusan tersebut serta mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah 

ditetapkan.12 

Ketiga fungsi pengawasan inilah yang digunakan sebagai dasar teori 

dalam penelitian ini, mengingat fungsi dari Badan Permusyawaratan Gampong 

itu sendiri, yaitu sebagai mitra kerja keuchik dalam pelaksanaan peraturan 

                                                 
11 George Terry  dalam Handoko, T Hani, Manajemen Edisi Kedua . (Yogyakarta:  

BPFE,  1995), hlm. 27. 
12 Ibid, hlm. 9 
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gampong dan anggaran pendapatan belanja gampong. Badan Permusyawaratan 

Gampong (BPG) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan gampong.  

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menurut 

Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Gampong yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara tentang tata cara pengalokasian, 

penyaluran, pengunaan, pemantauan dan evaluasi dana. Semua uang yang 

dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

gampong adalah uang negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar 

pada hukum atau peraturan yang berlaku.  

Tuha peut merupakan unsure pemerintahan gampong yang dipisahkan 

dari pengertian pemerintahan Desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh 

masyarakat Desa setempat.13 Tuha peut adalah badan kelengkapan Desa dan 

Mukim yang terdiri dari, unsur agama, pemimpin adat, cerdik pandai, pemuda 

dan perempuan, yang berada di Desa atau Mukim yang berfungsi memberi 

nasehat kepada Geuchik dan Imum Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum 

Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan 

segala sengketa di Desa atau Mukim. 

Sebagai data dapat digambarkan, bahwa jumlah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2018 untuk lokasi yang menjadi sample 

penelitian yang didasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 

2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 

Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 : 

- Gampong Miruek Taman Kemukiman Lambaro Angan,  Rp. 642.067.000,- 

- Gampong Tungkop Kemukiman Tungkop, Rp. 646.580.000,- 

- Gampong Krueng Kalee Kemukiman Siem, Rp. 663.637.000,- 

                                                 
13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan 

pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta 

Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002. 
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Dengan realiasi sebagai berikut : 

- Gampong Miruek Taman Kemukiman Lambaro Angan, Rp. 515.425.000,- 

(81,99%) dengan jumah sisa Rp. 119.502.000,- 

- Gampong Tungkop Kemukinam Tungkop, Rp. 498.452.000,- (77.09%) 

dengan jumlah sisa Rp. 148.128.000,- 

- Gampong Krueng Kalee Kemukiman Siem, Rp. 544.135.000,- (76%).000,- 

Adapun yang menjadi alasan pemilihan ketiga Gampong tersebut, 

Miruek Taman, Krueng Kalee dan Tungkop sebagai sample penelitian adalah 

karena kurangnya berfungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peuet 

dalam pelaksanaan anggaran Gampong, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 

dengan Camat Kecamatan Darusslam, Ziaul Azmi, diketahui, bahwa berkaitan 

dengan fungsi Tuhan Peuet disebagian besar gampong dalam kecamatan 

Darussalam belum memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga 

menyebabkan ada gampong selalu menimbulkan masalah. Di samping itu, 

kebanyakan Tuha Peuet tidak memahami peraturan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan gampong, sehingga menyebabkan fungsi pengawasan 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Jumlah  Tuha Peuet dalam lingkungan kecamatan Darusalam seluruhnya 

berjumlah 174 orang, terdiri dari ketua, anggota dan sekretaris tuha peut untuk 

masing-masing gampong.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam skripsi  ini adalah:  

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tuha peuet 

terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing gampong dalam 

kecamatan Darussalam ? 
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2. Bagaimana efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tuha 

peut terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing gampong dalam 

kecamatan Darussalam ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumuan masalah sebagaimana tersebut, maka tujuan yang 

ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1.  Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tuha peut 

terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing gampong dalam 

kecamatan Darussalam  

2.  Untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

tuha peut terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing gampong 

dalam kecamatan Darussalam. 

 

1.4.   Penjelasan Istilah  

Penelitian ini memiliki berapa istilah unttuk dijelaskan, baik dari segi 

bahasa maupun dalam pengertian konsep para ahli. Hal ini dikemukakan dengan 

maksud dan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya. Adapun 

istilah yang dimaksudkan adalah istilah “gampong”, fungsi, pengawasan, tuha 

peut, Badan Permusyawaratan Gampong   (BPG). Masing-masing pejelasannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Gampong   

Gampong   adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana 

tak dapat terpisahkan. Kata Gampong   sendiri berasal dari bahasa Sansekerta 

yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari Gampong   

sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi 
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maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat 

bahwa Gampong   memiliki berbagai peranan penting.14 

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, Gampong adalah suatu kesatuan 

hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 

pemerintahan sendiri.15 Sedangkan William Ogburn dan MF Nimkoff, Desa   

adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.16 

Beberapa pengertian lainnya juga ditambahkan oleh R. Bintarto. 

Menurut beliau, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, 

ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan 

dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pendapat R. Bintarto 

mencakup berbagai segmen dari ekonomi, politik dan juga budaya.17 

Paul H. Landis memberikan definisi Desa lebih lengkap dengan ciri-ciri 

yang melekat pada masyarkatnya. Menurut Paul, Desa memiliki 3 ciri yakni 

sebagai berikut:18 

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa 

2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan 

3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat 

dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, 

sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. 

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi Desa menurut Paul 

menggarisbawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan 

ribuan jiwa. Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis bawah tentang 

kebiasaan yang sama dalam suatu wilayah Desa. Dan untuk melengkapinya, 

                                                 
14 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta, 2008), Hlm.46. 
15 Sutarjo Kartohadikusumo, Desa, (Bandung : Sumur Bandung, 1965), Hlm. 15 
16 William Ogburn dan MF Nimkoff, Sociology, New York : Houghton Mifflin, 1964), 

Hlm 17. 
17 Bintarot R., Interaksi Gampong-kota dan permasalahannya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1984), Hlm. 9. 
18 Paul H. Landis, Pengantar Sosiologi Perdesaan dan Pertanian, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1948), Hlm. 43. 
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Paul memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah pada faktor geografis 

Desa.19 

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum melalui 

Undang Undang. UU yang memberikan definisi tentang Desa  adalah UU No. 5 

Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa  adalah suatu wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya 

kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Definsi Desa menurut UU ditambahkan pada UU No. 22 Tahun 1999. 

Dalam UU tersebut, kembali dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.20 

Dapat dibandingkan antara kedua UU tersebut dimana UU No. 5 

memberikan batasan bahwa Desa  ada dibawah camat, sedangkan untuk UU No. 

22 memberikan tambahan bahwa desa   juga berada di bawah kewenangan 

kabupaten.21 

2. Fungsi : 

Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota 

sebuah himpunan (dinamakan sebagai domain) kepada anggota himpunan yang 

lain (dinamakan sebagai kodomain). Istilah ini berbeda pengertiannya dengan 

                                                 
19 Ibid, Hlm. 43. 
20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan peraturan 

pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa serta 

Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002. 
21 Paul H. Landis, Op. cit, Hlm. 43. 
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kata yang sama yang dipakai sehari-hari, seperti “alatnya berfungsi dengan 

baik”.22 

3. Pengawasan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan adalah 

kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam 

penelitian.23 

Konsep Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin 

bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-

cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi 

yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. 

Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan 

unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk 

menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang 

sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya.24 

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, 

sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto 

memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah 

kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.25 

Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi 

pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu 

berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang 

                                                 
22 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta, 2008, Hlm.47 
23 Ibid, Hlm. 47 
24 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,  (Jakarta: PT 

Rafika Aditam, 1999), Hlm. 360. 
25 Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia),  

Hlm 93. 
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telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-

kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan 

mencegah terulangnya kembali.26 Pengawasan terhadap pemerintahan daerah 

terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki 

berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas 

yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap 

pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen 

sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan 

umum (departemen dalam negeri).27 

Menurut Bagir Manan sebagaiman dikutip oleh Hanif Nurcholis, 

menjelaskan bahwa hubungan antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah 

sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan 

antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, 

tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian 

pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan 

Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk 

”mengekang” dan ”membatasi”.  

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, 

yaitu:28   

a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). 

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau 

penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan 

koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. 

                                                 
26 Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Cet-1, 

(Jakarta: penerbit Rineka Cipta, 1994),  Hlm. 20. 
27 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: 

Penerbit Grasindo, 2007), Hlm. 312. 
28 Ibid,  Hlm.176. 
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b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan 

(Concurrent Controls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan 

berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu 

harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau 

menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang megukur hasil-hasil dari 

kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaningrat 

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah 

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan 

rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.29 Melihat 

dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu 

melakukan pengawasan terhadap bawahanya dengan melihat proses 

pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. 

Sujamto berpendapat bahwa pengawasan adalah segala usaha atau 

kegiatan untuk mengetahui dan menilaikenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakahsesuai dengan yang semestinya atau 

tidak . Inti tentang pengawasan yaitu bahwa:30 

1. Pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap 

seluruhkegiatan organisasi; 

2.  Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan 

diharapkan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak; 

3. Pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada 

berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi; 

4. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga 

Gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secara 

efektif dan efisien; 

                                                 
29 Handayaningrat, Suwarno., Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan 

Nasional, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2010), Hlm. 25. 
30 Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 

Hlm. 37 
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5. Melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat 

evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi. 

 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

secara efektif dan efisien, bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas 

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.Pengawasan juga dapat mendeteksi 

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 

4. Tuha Peut 

Tuha Peut adalah badan kelengkapan gampong   dan mukim yang terdiri 

dari, unsur agama, pemimpin adat, cerdik pandai, pemuda dan perempuan, yang 

berada di gampong   atau mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada 

Keuchik dan imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat 

istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala 

sengketa di desa  atau mukim. 

Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa Tuha Peut merupakan 

unsur pemerintahan gampong   yang dipisahkan dari pengertian pemeintahan 

desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat desa setempat.  

Sedangkan dalam buku panduan himpunan peraturan daerah memberi 

pengertian tentang Tuha Peut adalah sebagai badan perwakilan gampong, 

merupakan wahana untuk mewujudkan demikratilisasi, keterbukaan dan 

partispasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari 

pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa Tuha Peut adalah 

sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat desa  yang 

merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.  
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Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa Tuha Peut 

adalah sebuah lembaga adat desa atau lembaga perwakilan masyarakat desa 

yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat. 

5. Badan Permusyawaratan Gampong   (BPG) 

Badan Permusyawaratan gampong (BPG) merupakan lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong  . BPG  

dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Gampong. BPG merupakan lembaga 

baru di Gampong   pada era otonomi daerah di Indonesia.  

Anggota BPG adalah wakil dari penduduk Gampong bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Anggota BPG terdiri dari Ketua, pemangku adat, golongan profesi, 

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan 

anggota BPG adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali 

masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPG   tidak diperbolehkan 

merangkap fungsi sebagai  Keuchik  dan Perangkat gampong.   

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong Pasal 55 

disebutkan Badan Permusyawaratan desa   mempunyai fungsi: 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama Keuchik ; 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong  ; dan 

3. Melakukan pengawasan kinerja Keuchik . 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48: Dalam 

melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Keuchik  wajib: 

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir 

masa jabatan kepada bupati/walikota; 

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap  akhir 

tahun anggaran kepada bupati/walikota; 

3. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada Badan Permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran. 
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Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan 

Masyarakat desa  mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal 

penggunaan dana desa   tersebut agar tidak diselewengkan. Dana desa yang 

bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme 

kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar 

dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa dituntut menyelenggarakan 

pemerintahan secara transparan dan akuntabel. 

Badan Permusyawaratan desa yang merupakan lembaga yang 

mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara 

sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang 

dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas 

sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan 

pengawasan terhadap kinerja Keuchik . Adanya mekanisme ‘check and balance’ 

ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. 

Peresmian anggota BPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, 

di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara 

bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota. Ketua 

BPG dipilih dari dan oleh anggota BPG secara langsung dalam Rapat BPG   

yang diadakan secara khusus. BPG berfungsi menetapkan Peraturan desa  

bersama Keuchik , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  

Wewenang BPG antara lain:  

1. Membahas rancangan peraturan desa   bersama Keuchik  

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa  dan 

Peraturan Keuchik  

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik  

4. Membentuk panitia pemilihan Keuchik  
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5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat; dan 

6. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain; Pengelolaan adalah proses yang membantu 

merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; pengelolaan adalah proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan dan pencapaian tujuan. 

7. Anggaran 

Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau 

organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit 

moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Anggaran 

sering juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disusun 

dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Anggaran dalam perusahaan adalah 

proses untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya 

mengestemasikan keuangan perusahaan. 

Suatu bisnis dalam perusahaan wajib memiliki perencanaan anggaran 

sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal 

perusahaan. Anggaran memiliki tujuan dan manfaat penting dalam sebuah 

perusahaan yang biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 

satu tahun atau bisa lebih. 

 

1.5.   Kajian Pustaka 

Kajian pustaka atau disebut juga dengan penelitian terdahulu merupakan 

kajian terhadap penelitian sebelumnya. Sejauh amatan penulis, belum ada yang 

secara khusus meneliti fokus penelitian ini. Namun demikian, terdapat beberapa 

penelitian yang cukup relevan, di antaranya  sebagai berikut : 

1. Skripsi yang ditulis  oleh Kasnidar, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, tahun 2018 dengan judul: Peran 
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Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat (Studi di 

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan). Hasil penelitiannya 

adalah: Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet 

Utara Kabupaten Aceh Selatan yaitu perselisihan dalam rumah tangga, 

sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar 

warga, khalwat meusum (perselingkuhan), persengketaan di laut, 

persengketaan di pasar (pasar Kota Fajar), perselisihan tentang hak milik, 

perselisihan harta sehareukat, fitnah, dan hasut. 

2. Peran tuha peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat 

di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dibatasi hanya 

menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu berperan sebagai mediator, 

persidangan, dan mengeksekusi keputusan sidang atas sengketa dan 

perselisihan yang terjadi. 

3. Kendala yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi 

dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yaitu 

berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk 

menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar 

denda/sanksi dan juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian. 

Ini berguna sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian. Diantara 

rangkaian metode  penelitian dalam proposal adalah sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian 

Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini adalah termasuk dalam 

penelitian lapangan (field research), dimana peneliti langsung terjun di lapangan 

atau lokasi penelitian. Sedangkan ditinjau dari segi sifat, penelitian ini termasuk 

dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 
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secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, 

atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.31  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Digolongkan kualitatif karena berupaya untuk memahami perilaku manusia dari 

segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri difokuskan 

pada informan dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari 

informan), bukan data numeric yang membutuhkan analisis statistik. 

Pengertian kualitatif menurut Patton adalah untuk memahami fenomena 

yang sedang terjadi secara natural (alamiah, dalam keadaan-keadaan yang 

sedang terjadi secara ilmiah).32 

Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh para subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.33 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggali tentang pandangan-pandangan para tokoh terkait masalah 

yang dimunculkan oleh masyarakat khususnya berkaitan dengan peran Tuha 

Peuet dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan gampong. 

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber dari mana data-data penelitian ini diperoleh dalam metodologi 

penelitian diistilahkan sebagai sumber data.34 Dalam penelitian ini setidaknya 

                                                 
31 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 22. 
32 Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif , (Malang: Universitas 

Islam Negeri Maulanan Malik Malang, 2005), hlm. 32. 
33 Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja osdakarya, 

1999), hlm. 6. 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 2006), hlm. 129. 
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digunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Mengingat jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan 

(field research), tentu saja data-data yang dapat di masukkan ke dalam jenis data 

primer adalah data yang di hasilkan secara langsung dari lapangan melalui 

interview terhadap beberapa informan yang merupakan subjek dalam penelitian 

ini.  

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu, 

yakni para tokoh dari kalangan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah 

maupun tokoh masyarakat sekitar lokasi penelitian dilakukan. Adapun 

informan-informan yang diwawancarai dari tokoh dan perangkat gampong, 

khususnya Tuha Peuet gampong. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder , yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data 

primer.35 Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang 

relevan dan masih ada hubungannya dengan tema yang di angkat oleh peneliti. 

Diantara beberapa buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu buku-

buku munakahat, hukum keluarga, hukum perdata di Indonesia dan sejenisnya. 

Dan data ini berfungsi sebagai data tambahan yang merupakan pendukung data 

primer. Data sekunder bersumber dari literatur-literatur fiqh baik klasik maupun 

kontemporer, majalah, internet , skripsi yang berhubungan dengan judul yang 

diangkat, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian. 

                                                 
35 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , (Cet. III; Jakarta: UI Press, 2006), 

hlm. 52. 
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Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah buku-buku yang 

membahas tentang perauran perundang-undamgan desa dan buku-buku lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1. Teknik Pemilihan Informan  

Informan sebagai subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu 

mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Suharsimi 

Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. 

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis 

karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan 

amati.36 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Pada 

penelitian kualitatif, responden atu subjek penelitian disebut dengan istilah 

informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti.  

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah tuha peut Gampong di 

Kecamatan Darussalam. Dengan berbagai pertimbangan, diantaranya waktu 

penelitian yang terbatas, jarak antar kampung, kesediaan dan waktu responden 

dan juga keterbatasan dana peneliti, maka subjek penelitian ini diambil beberapa 

gampong secara acak. 

Setelah di acak terpilihlah Gampong Miruek Taman, Gampong Cot dan 

Gampong Lambada Pekan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. 

Masing-masing gampong diambil satu orang yang mewakili tuha peut dari 

setiap gampong tersebut. 

2. Instrumen Penelitian  

                                                 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 122. 
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Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Penulis sendiri  

 Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk 

mengumpulkan datasepertibuku catatan, alat tulis, kamera dan lain 

sebagainya, tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung 

pada peneliti itu sendiri.37  

2. Tipe 

Tipe atau jenis wawancara yang dipilih adalah wawamcara mendalam. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

wawancara mendalam adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti membawa catatan-catatan hasil observasi ntuk mengawali 

pembicaraan dengan responden. 

2. Peneliti mendiskusikan, mendialogkan, dan mengkonfirmasikan dengan 

responden mengenai hasil observasi. 

3. Peneliti menanyakan hal-hal yang esensial dalam penelitian ini yaitu 

entang penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat, peran tuha peut 

dalam menyelesaikan pengawasan pelaksanaan anggaran gampong, dan 

kendala yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  

4. Penulis menjaga sekuensi pembicaraan sesuai dengan urutan 

permasalahan ataupun skuensi informasi tentang permasalahan 

sebagaimana dikemukakan di atas. 

3. Alat tulis (pensil, buku, dan lain sebagainya) 

                                                 
37 Sukmadinata, Landasan Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm. 72. 
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Alat tulis berupa pensil, pulpen, buku dan lain sebagainya digunakan untuk 

menulis atau mencatat hasil wawancara dengan responden. Alat-alat ini 

penulis gunakan disaat berlangsunya wawancara dengan responden, 

penggunaan alat tulis untuk membantu penulis dalam merangkum hasil 

wawancara yang selanjutnya penulis analisis secara deskriptif hasil dari 

wawancara tersebut. 

3. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh 

di lapangan dari para informan. 

Tujuan analisis data kualitatif yaitu:  

1. Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh 

suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; 

2. Menganalisasi makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu 

fenomena sosial.38 

Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam 

menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan 

dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan 

permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut: 

- Reduksi data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang 

bersifat naratif tentang konflik.  

- Penyajian data yang dilakukan berupa teks deskriptif. Analisis dilakukan 

untuk memberikan gambaran keterkaitan antara konsep dengan realita 

                                                 
38 Fatchan A, Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif 

Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011), hlm. . 

149. 
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melalui analisis deskriptif dalam bentuk kajian teoritik dan dalam bentuk 

fenomena yang diperoleh di lapangan. 

- Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.39 

4. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Gampong Miruek Taman, Gampong Krueng 

Kalee dan Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. 

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan kasus yang cukup 

menarik untuk diteliti dan sekiranya peneliti dapat menghadirkan satu nuansa 

keilmuan yang sekiranya bermanfaat bagi siapa yang membacanya.40 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis 

membaginya dalam empat bab, terdiri dari: 

Bab satu, penulis menjelaskan pendahuluan yang membahas tentang 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

penelitian, metode penelitian dan sistematikan pembahasan. 

Bab dua berisi landasan teori tentang gampong dan perangkat gampong 

meliputi pembahasan mengenai pengertian gampong dan pemerintah gampong, 

kedudukan pemerintah  gampong  dan perangkat gampong, kewenangan tuha 

peut dalam pemerintahan gampong, kedudukandan peran tuha peut dalam 

pemeritahan gampong. 

                                                 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 99. 
40 Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1999), hlm. 6. 
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Bab tiga berisi analisis data dan pembahasan, terdiri dari uraian 

mengenai peran tuha peut di gampong, hambatan tuha peut dalam menjalankan 

perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong di gampong, realita lokasi 

dan subyek penelitian  dan analisis data 

Bab empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang 

berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang 

dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan 

untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang. 
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2.1.  Pengertian Gampong   dan Pemerintah Gampong   

Dalam sistem pemerintahan di Aceh, Gampong merupakan strata 

pemerintahan yang paling rendah. Gampong berada dibawah mukim. Terdapat 

beberapa peraturan yang mengatur perubahan struktur pemerintahan di tingkat 

yang paling rendah, tetapi di tingkat perda saja, sampai saat ini ada dua Perda 

yang mengatur masalah ini. Pertama adalah Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan masyarakat beserta 

Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda ini mendefinisikan 

gampong sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat hukum dan merupakan struktur organisasi pemerintahan 

yang paling rendah41. 

Kedua, di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan 

Kehidupan Adat, gampong merupakan sebagai suatu wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri42. 

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, gampong 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang 

menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan 

berhak menyelengggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa  dapat disebut dengan 

nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh 

                                                 
41 Saleh Suhaidy, Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah, (Banda Aceh: Dinas 

Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 1  
42 Saleh Suhaidy, Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah..., hlm. 2  
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dengan istilah desa, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan 

istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut 

dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini 

merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal 

usul dan adat istiadat setempat.  

Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural 

setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.43 

Sutarjo Kartohadikusumo, desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal 

suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

merupakan pemerintahan terendah dibawah camat.44 William Ogburn dan MF 

Nimkoff, desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah 

terbatas.45   

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.46 

Struktur masyarakat di Aceh  dari yang terkecil sampai yang terbesar  

adalah sebagai berikut :47 

 

                                                 
43 Bintarot R., Interaksi Desa kota dan permasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1984), Hlm. 9. 
44 Sutarjo Kartohadikusumo, Desa, (Bandung : Sumur Bandung, 1965), Hlm. 15. 
45 William Ogburn dan MF Nimkoff, Sociology, New York : Houghton Mifflin, 1964), 

Hlm 17. 
46 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 
47  Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1989, 

Hlm. 241.   
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1.  Desa   (Gampong  ) 

2.  Mukim (kumpulan Gampong  -Gampong  ) 

3.  Daerah Ulee balang  (distrik) 

4.  Daerah Sagoe (kumpulan beberapa mukim) 

5.  Kesultanan. 

Pemerintah Gampong di Aceh disebut gampong.48   Gampong  adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempumyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati 

wilayah tertentu, yang pimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak 

melaksanakan rumah tangganya sendiri.49  Terdapat 3 unsur pimpinan gampong   

yaitu Keuchik, Teungku Meunasah dan Tuha Peut, akan tetapi dalam 

menjalankan kekuasaan lebur menjadi satu dan dijalankan oleh Keuchik. 

Pemerintahan di tingkat gampong terdiri dari beberapa pejabat, yaitu :50 

a.   Keuchik gampong  (Keuchik ). 

 Keuchik gampong   berkewajiban :51 

1.  Menjaga ketertiban, keamanan dan adat dalam desa nya 

2. Menjalankan perintah atasan 

3. Berusaha memakmurkan desa  nya 

4. Menjalankan tugas sosial kemasyarakatan yang dikemas dalam 

istilah keureuja udep dan keureja mate 

5. Ikut serta dala setiap peristiwa hukum seperti ; transaksi tanah, 

perkawinan dan lain-lain 

6.  Memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan 

                                                 
48 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
49 Soerjono Soekanto, Hukum adat Indonesia, (Jakarta PT Raja Grafindi Persada, , 

2002), Hlm. 147. 
50 M. Junus Melalatoa, Sistem Budaya Indonesia; Adat dan Kebudayaan 

Aceh, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Hlm. 226. 
51 Dahlan, T. Djuned, Ilyas Ismail, Husni Bahri, Hakim Nyak Pha, Abdulah Ahmad,     

TI El Hakimy, Rostini Susilowati, Op.Cit. Hlm. 12. 
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b.  Teungku Imum Meunasah. Merupakan pimpinan  di bidang keagamaan, 

mulai dari mengaji Al Qur’an dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan, 

memimpin berbagai upacara keagamaan  dan memberi nasehat-nasehat 

spritual bagi  Keuchik gampong  apabila diperlukan. 

c.  Tuha Peut. Adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang 

luas tentang adat dan agama. Tuha Peut ini terdiri dari  Keuchik gampong  

, imum meunasah dankepala jurong (kepala lorong) 

d.  Tuha lapan. Adalah dewan tertinggi di tingkat gampong yang terdiri 

dari; Tuha Peut, guree semebeut (guru-guru ngaji), para cerdik pandai dan 

tokoh-tokoh pemuda. 

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tuha 

Peut desa  disebutkan Tuha Peut desa    yang terdiri atas unsur-unsur pemuka 

agama di gampong, tokoh-tokoh masyarakat termasuk dari pemuda dan 

perempuan, pemuka-pemuka adat dan para cerdik pandai/cendikiawan yang ada 

dalam gampong. Tuha Peut Gampong merupakan Badan Perwakilan desa yang 

merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan 

partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tuha Peut desa 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dalam system penyelenggaraan 

pemerintahan desa.52 

Disamping itu, perlu pula dikemukakan histori system pemerintahan 

desa di Aceh, bahwa berlakunya hukum adat dalam masyarakat adalah 

merupakan manifestasi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.53  

Masyarakat Aceh tempo dulu adalah masyarakat yang beradat dan berbudaya. 

Itu terungkap dalam tradisi besar yang diwarisi secara generasi. Adat dan 

budaya praktis menjadi rujukan bagi hidup masyarakat Aceh baik individu 

                                                 
52 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 tentang Tuha Peut Gampong Tahun 2004. 
53Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan 

Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, Hlm. 10 
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maupun kelompok. Itulah yang menjadi karasteristik dan identitas masyarakat 

Aceh. 

Hukum dan adat istiadat Aceh sangat bertalian erat. Karena mayoritas 

penduduk Aceh beragama Islam maka keduanya dapat berjalan seiring, seperti 

kata pepatah Aceh; “Adat bak Peuetoumeurouhoem, hukum bak syiah 

kuala”Arti pepatah tersebut adalah untuk mengetahui lebih banyak mengenai 

adat maka rakyat Aceh dapat menemui Peuetoumeurouhoem yaitu orang yang 

sangat ahli mengenai adat yang berlaku di Aceh. Sedangkan untuk mengetahui 

hukum Islam maka dapat ditanyakan kepada seorang ulama terkemuka paada 

zaman itu yaitu Teungku Syiah Kuala. Sehingga dalam setiap kegiatan adat 

tidak boleh bertentangan dengan agama Islam.54   

Pemerintahan Gampong di Aceh disebut gampong. Gampong   

merupakan struktur masyarakat di Aceh yang terkecil yang berada 

dibawah Mukim. Penyelenggaraan pemerintah gampong merupakan hal yang 

sangat mendasar sebagai cerminan dari adat yang berlaku di Aceh. Sesuai 

dengan  yang disebutkan dalam Qanun Prov. NAD Nomor 5 Tahun 2003 

tentang Pemerintahan desa dalam Provinsi NAD, dalam Penjelasannya 

mengupayakan agar gampong mampu melaksanakan 4 keistimewaan Aceh 

ditingkat gampong yaitu; penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan 

adat, pendidikan  dan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.  

Historis Pemerintahan Desa di ndonesia dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1.  Pemerintahan Desa   Sejak Pra Kolonial, Kolonial dan Merdeka 

Tata susunan rakyat di desa-deasa pada zaman lampau mengalami 

perubahan-perubahan berhubung dengan pengaruh tata susunan administrasi 

Kerajaan-kerajaan diberbagai daerah Indonesi dan kemudian berhubung dengan 

                                                 
54Denys Mombard, Kerajaan Aceh, Terjemahan Winarsih Arifin, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1986), Hlm. 57. 
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campur tangan tangan administrasi Hindia Belanda dahulu.55  Sebelum zaman 

kolonial daerah para kerajaan meliputi seluruh lingkungan desa di kerajaan 

masing-masing. Raja bertempat tinggal di istana dalam ibukota Negara. 

Administrasi kerajaan tiodak bercampur denga kehidupan masyarakat desa, 

bahkan membiarkan desa untuk mengurus kehidupannya sendiri menurut hukum 

adat desa sebagai persekutuan hukum wajib membayar pajak dan mengerahkan 

tenaga kerja untuk keperluan kerajaan. Kesemua hal tersebut Keuchik yang 

bertanggung jawab.56  

Saat Indonesia merdeka berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 

Pokok tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Negara RI 

tersusun dalam tiga tingkatan ; Propinsi, Kabupaten (kota besar) dan desa   (kota 

kecil) atau negeri, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Sampai sekarang berlaku UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang 

bersifat otonom. 

2.  Bentuk Gampong    

Menurut Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong 

menyatakan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Imeum 

Meunasah beserta Perangkat Gampong57. Kelurahan merupakan perangkat 

Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. Lurah 

diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati 

                                                 
55 Sutardjo Kartohadikoesoemo, Desa, 1953. 
56 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat,(Jakarta:  PT Pradnya Paramita, 2003), 

Hlm.79-80. 
57 Qanun Prov. NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang  Pemerintahan Gampong  dalam 

Prov. NAD 
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atas usul Camat dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan 

dari Camat. 

Adapun bentuk-bentuk desa adalah sebagai berikut: 

1. Wilayah yang ditempati penduduk, ada wilayah yang sempit ada yang padat 

dan ada wilayah yang luas ditempati penduduk yang jarang 

2. Susunan masyarakat hukum adat ada masyarakat adat yang susunannya 

berdasarkan ikatan ketetanggaan (territorial) ada yang susunannya 

berdasarkan kekerabatan (geanologis) atau berdasarkan ikatan adat 

keagaman 

3. Sistem pemerintahan adat dan nama-nama jabatan pemerintahan adat yang 

berbeda-beda dan penguasaan harta kekayaan gampong yang berbeda. 

2.2. Kedudukan Pemerintah Gampong dan Perangkat Gampong   

Gampong memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Gampong terdiri 

atas Pemerintah Gampong (yang meliputi Keuchik dan Perangkat Gampong) 

dan Badan Permusyawaratan Gampong  (BPG). Keuchik merupakan pimpinan 

penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Gampong (BPG). Masa jabatan 

Keuchik adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa 

jabatan. Keuchik juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Gampong 

yang telah mendapat persetujuan bersama BPG. 

Keuchik dipilih langsung melalui Pemilihan Keuchik (Pilkades) oleh 

penduduk Gampong setempat. Syarat-syarat menjadi calon Keuchik sesuai 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb: 

1. Bertakwa kepada Tuhan YME 
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2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada 

NKRI, serta Pemerintah 

3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 

4. Berusia paling rendah 25 tahun 

5. Penduduk Gampong   setempat 

6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan 

dengan hukuman paling singkat 5 tahun 

7. Tidak dicabut hak pilihnya 

8. Belum pernah menjabat Keuchik  paling lama 10 tahun atau 2 kali masa 

jabatan 

9. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota. 

 
2.2.1. Perangkat Gampong   

Perangkat Gampong bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya. Perangkat Gampong terdiri dari Sekretaris Gampong, 

3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kepala 

Kewilayahan/Dusun/Dukuh/ sebutan lain menurut daerah masing-masing. Salah 

satu perangkat Gampong adalah Sekretaris Gampong , yang diisi dari Pegawai 

Negeri Sipil. Sekretaris Gampong diangkat oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. 

Perangkat Gampong   lainnya diangkat oleh Keuchik dari penduduk 

Gampong, yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik. Perangkat Gampong 

juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. 

 

2.2.2. Badan Permusyawaratan Gampong   

Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) merupakan lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong. 

Anggota BPG   adalah wakil dari penduduk Gampong bersangkutan berdasarkan 
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keterwakilan wilayah. Anggota BPG terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku 

adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat 

lainnya. Masa jabatan anggota BPG adalah 6 tahun dan dapat 

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan 

Anggota BPG   tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Keuchik  dan 

Perangkat Gampong . BPG   berfungsi menetapkan Peraturan Gampong bersama 

Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

2.2.3. Keuangan Desa   

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan 

desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), bantuan 

pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa   didanai dari APBD. 

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah 

desa. 

Sumber pendapatan desa terdiri atas: 

• Pendapatan Asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan 

desa (seperti tanah kas desa pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan 

partisipasi, hasil gotong royong 

• Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

• bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

• bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 

• hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

• Pinjaman desa 

APB desa terdiri atas bagian Pendapatan desa, Belanja desa dan 

Pembiayaan. Rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan 
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pembangunan desa. Keuchik bersama BPG   menetapkan APB desa setiap tahun 

dengan Peraturan desa. 

 

2.3. Kewenangan Tuha Peut Dalam Pemerintahan Gampong   

Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, 

dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan 

politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas 

penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi 

lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai agama. 

Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka 

hidup sesuai syariat islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di 

Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan 

sejarahnya. 

Dalam Selanjutnya sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan 

Iskandar Muda, Aceh telah memiliki struktur pemerintahan sendiri, mulai dari 

pemerintahan di tingkat gampong   (kampung). Lembaga yang terdapat di dalam 

gampong setidaknya ada tiga, eksekutif yaitu geuchik dan perangkatnya, 

legislatif yaitu Tuha Peut dan lembaga pemerintahan bidang agama yaitu imum 

gampong . Ketiganya setara dalam peran yang berbeda.  

Sistem kepemimpinan administrasi dalam gampong di Aceh, tidak 

terlepas dari latar belakang sejarah, dan perkembangan masyarakat yang 

bersumber dari hukum adat, yang dikenal dengan teori “adat ngon hukom, lagei 

zat ngon sifeut” yang artinya adalah “hukum saling terkait dan tidak terpisahkan 

dalam masyarakat Aceh”. 

Di Aceh Gampong ada Tuha lapan, sebagai lembaga adat tingkat dan 

gampong   yang berfungsi membantu keuchik. Tuha Lapan terdiri dari  

(1).  Imuem meunasah, memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di 

gampong   yang berkenaan dengan agama Islam.  
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(2).  Keujrun blang, pemimpin adat yang membantu pimpinan mukim dan 

gampong   dalam urusan irigasi untuk pertanian,  

(3). Panglima laot, pemimpin adat yang memimpin urusan bidang 

pengaturan penangkapan ikan di laut dan sengketa laut,  

(4).  Peuetua seuneubok, pemimpin adat yang mengatur ketentuan tentang 

pembukaan lahan,  

(5).  Haria peukan, pemimpin adat yang mengatur ketertiban, kebersihan, 

dan pengutip retribusi pasar.  

(6).  Syahbandar, pemimpin adat yang mengatur perihal kapal atau perahu, 

lalu lintas angkutan laut dan danau. 

Selanjutnya, ada juga Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan 

gampong dan mukim, dan memiliki fungsi sebagai pemberi nasehat kepada 

Keuchik dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, kebiasaan 

masyarakat dan juga menyelesaikan segala sengketa pada tingkat gampong. 

Tuha Peut sendiri berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong   dalam hirarki 

sosial di Aceh.  

Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2000, Tuha Peut adalah suatu badan 

kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur 

pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong, sesuai dengan isi 

Qanun (undang-undang/peraturan Aceh) nomor 5 tahun 2003, Tuha Peut adalah 

lembaga adat yang berwenang sebagai legislatif gampong   yang membuat 

aturan hukum di gampong. 

Keuchik dan tuha peut dapat membuat keputusan adat sebagai tindakan 

peradilan berdasarkan dengan musyawarah yang diadakan. Keuchik sebagai 

pimpinan gampong   dari kultur Aceh pada dirinya melekat fungsi “mono trias 

functions” berarti memiliki 3 fungsi kekuasaan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif dengan tugas pokok “Keureuja Udeip, Ureungtuha/ Tuha Peut”. 

Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan 

Aceh.  
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Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan 

daerah, mengatur lembaga-lembaga adat, termasuk mengaktifkan kembali 

lembaga Tuha Peut dalam berbagai perangkat aturan dan kebijakan pemerintah 

Daerah Aceh. 

Namun sejak di berlakukannya Peraturan daerah No.7 tahun 2000 

tentang penyelenggaraan kehidupan adat, fungsi dan tugas Tuha Peut tidak 

berfungsi maksimal sebagaimana mestinya karena tidak adanya dukungan dan 

keterbukaan dari Keuchik.  

Merujuk kepada tulisan di atas, harapannya semakin banyak orang-orang 

yang masih awam dengan lembaga pemerintahan adat di Aceh agar bisa 

mengetahui dan mengenal Aceh lebih dalam lagi, khususnya bagi oranag-orang 

pendatang, agar sekiranya lebih memahami/mengetahui sejarah serta peraturan 

perundang-undangan serta lembaga-lembaga adat daerah di Aceh sendiri.  

Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan 

gampong   yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong   yang 

disebut legislatif gampong   sedangkan lembaga eksekutif gampong   terdiri dari 

Keuchik , Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong. 

Tuha Peut Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintah Gampong   : 

1. Anggota Tuha Peut gampong adalah wakil dari penduduk gampong   

bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. 

2. Anggota Tuha Peut gampong terdiri dari pemuka agama, tokoh 

masyarakat meliputi pemuda dan perempuan, pemangku adat, cerdik 

pandai/cendekiawan dan golongan lainya. 

3. Masa jabatan anggota Tuha Peut gampong selama 6 (enam) tahun dan 

dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 
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4. Persemian anggota Tuha Peut gampong ditetapkan dengan keputusan 

bupati 

5. Anggota Tuha Peut gampong sebelum memangku jabatan mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama dihadpaan masyarakat dan dipandu 

oleh Bupati atau penjabat lain yang ditunjuk. 

Tugas, Wewenang dan Fungsi Tuha Peut Gampong  (BPG ) Menurut 

Permendagari No 110 Tahun 2016,  dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa TPG/ 

BPG   mempunyai fungsi : 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama 

Keuchik ; 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong ; dan 

3. Melakukan pengawasan kinerja Keuchik . 

Dalam Pasal 32 dijelaskan bahwaTPG/BPG   mempunyai tugas : 

1. Menggali aspirasi masyarakat; 

2. Menampung aspirasi masyarakat; 

3. Mengelola aspirasi masyarakat; 

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 

5. Menyelenggarakan musyawarah BPG  ; 

6. Menyelenggarakan musyawarah Gampong  ; 

7. Membentuk panitia pemilihan Keuchik ; 

8. Menyelenggarakan   musyawarah   Gampong   khusus   untuk pemilihan 

Keuchik  antarwaktu; 

9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Gampong  bersama 

Keuchik ; 

10. Melaksanakan   pengawasan   terhadap   kinerja  Keuchik ; 

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

Gampong  ; 

12. Menciptakan  hubungan  kerja  yang  harmonis  dengan pemerintah 

Gampong   dan lembaga Gampong   lainnya; dan 

13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

2.4.  Kedudukan dan Peran Tuha Peut dalam Pemeritahan Gampong   

Dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai jenis suku bangsa antara 

lain Aceh, Batak, Padang, Jambi, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Dayak, 
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Ambon, Kutai, Bugis dan lain sebagainya. Yang mempunyai wilayah hukum adat 

masing-masing dan bahasa yang berbeda pula. Walaupun berbeda-beda wilayah 

hukum dan bahasa namun pada prinsip dasarnya bertujuan untuk mengatur 

ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang bersangkutan, untuk 

memperoleh keadilan dan kemakmuran serta untuk mencapai kesejahteraan 

berkeadilan. 

Dalam masyarakat Aceh juga mempunyai tatanan kehidupan 

bermasyarakat yang berkultur khas tersendiri dan mempunyai budaya lokal dan 

bahasa daerah yang berbeda-beda antara Iain, Suku Aceh, Gayo, Alas, Taming, 

Aneuk Jame, Kluet, Simeulu, dan Singkil. Walaupun dalam suku Aceh 

mempunyai perbedaan bahasa namun dalam penerapan adatnya tidak berbeda 

satu sama lain, yaitu bersendikan agama. Dengan motto "Adat ngon hukom 

lagee zat ngoen sifeut". Adat bermakna menjalankan pemerintahan sedangkan 

hukom menjalankan syariat Islam. Karna hukom dalam pengertian masyarakat 

Aceh adalah hukum Islam. Sedangkan Adat bermakna kebudayaan masyarakat 

(ciptaan masyarakat) untuk menata kehidupan bermasyarakat. Sehingga fungsi 

masing-masing tidak bertentangan satu sama lain. Sehingga lahirlah pembagian 

tugas dengan pribahasa Aceh, "Adat bak poe teumeureuhom, Hukom bah Syiah 

Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam Bak Lakseumana". 

Adat bakpoe teumeureuhom, bermakna pengaturan pemerintahan dipegang 

oleh Raja. Hukom bak Syiah Kuala, bermakna pelaksanaan keagamaan diserahkan 

kepada Ulama. Kanun bak Putro Phang, Bermakna untuk mengatur tata krama 

pergaulan yang dipegang oleh Isteri Raja (Wanita). Reusam Bak Laksemana 

bermakna untuk mengatur tata mode. 

Indonesia sebagai negara hukum, menganut sistem hukum “civil law”, 

yang diwarisi dari Pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang 

lalu. Dalam sistem hukum civil law, hukum tertulis adalah merupakan 

primadona sebagai sumber hukum. Hal itu ditandai oleh munculnya suatu 
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gerakan kodifikasi oleh aliran legisme, yaitu aliran dalam ilmu hukum dan 

peradilan yang tidak mengakui hukum diluar Undang-Undang. 

Gampong dan meunasah, adakalanya dipersepsikan dalam pemahaman 

terpisah. Ada yang memandang bahwa meunasah dan gampong   sebagai 

wilayah atau teritorial. Ada pula yang memandang meunasah sebagai tempat 

ibadah saja, yakni tempat aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial dijalankan 

dalam sebuah gampong. Lembaga meunasah sebagai sarana masyarakat adat 

menjalankan roda pemerintahan tingkat gampong  , dan keberadaan lembaga 

meunasah menggambarkan ciri khas sebuah gampong, karena setiap gampong 

ada meunasah. Kalau tidak ada meunasah, tidak dapat disebut gampong  .  

 Mengenai pelaksanaan tata kehidupan adat istiadat di Aceh, diatur 

dalam berbagai Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam penerapannya sudah 

terjadi beberapa kali perubahan antara lain sebagai berikut: 

1.   Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3893); 

3.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

4.  Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7); 
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5.    Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pemerintahan Gampong   Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8); 

6.   Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 

Nomor 8 Seri D Nomor 5); 

7.     Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03); 

8.    Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang lembaga Adat; 

9.     Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan 

Adat Istiadat. 

Dengan lahirnya Qanun Nomor 09 Tahun 2008 tentang lembaga adat 

maka mengenai tatanan kehidupan masyarakat adat Aceh dapat di jelaskan 

sebagai berikut: 

1.  Lembaga Adat 

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang 

dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah 

tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang 

untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan 

dengan adat Aceh. 

2.   Mukim 

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan 

yang terdiri atas gabungan beberapa gampong   yang mempunyai batas 
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wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan 

berkedudukan langsung di bawah camat. 

3.   Tuha Lapan 

1.  Pada tingkat Gampong atau nama lain dan Mukim dapat dibentuk 

Tuha Lapan atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat. 

2.   Tuha Lapan atau nama lain dipilih melalui musyawarah Gampong   

atau nama lain atau musyawarah mukim. 

3.   Tuha Lapan atau nama lain beranggotakan unsur Tuha Peut atau 

nama lain dan beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai 

dengan kebutuhan Gampong   atau nama lain atau Mukim. 

4.   Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan atau nama lain serta 

tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah gampong   atau 

nama lain atau mukim. 

4.    Gampong   

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang 

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

5.    Tuha Peut Gampong   

Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan 

gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Dalam 

hal penyelesian perselisihan yang ada di tingkat gampong, maka Tuha Peut 

juga memegang peran penting dalam upaya-upaya penyelesaiannya, yaitu : 

 (1). Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: 

a.  perselisihan dalam rumah tangga; 

b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; 

c.    perselisihan antar warga; 

d.   khalwat meusum; 
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e.   perselisihan tentang hak milik; 

f.    pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); 

g.    perselisihan harta sehareukat; 

h.   pencurian ringan; 

i.    pencurian ternak peliharaan; 

j.    pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; 

k.   persengketaan di laut; 

l.    persengketaan di pasar; 

m.  penganiayaan ringan; 

n.   pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas 

adat); 

 (2). Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. 

Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau 

perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa atau nama lain 

(Pasal 13 Qanun Nomor 10 Tahun 2008). 

1. Penyelesaian secara adat di desa atau nama lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas : 

a.   Keuchik atau nama lain; 

b.   Imeum meunasah atau nama lain; 

c.    Tuha Peut atau nama lain; 

d.   Sekretaris gampong   atau nama lain; dan 

e.   Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong   atau 

nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. 

2.   Penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: 

a.   imeum mukim atau nama lain; 

b.  imeum chik atau nama lain 

c.   Tuha Peut atau nama lain; 

d.  sekretaris mukim; dan 

e.   ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang 

bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. 
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3.   Sidang musyawarah penyelesaian sengketa atau perselisihan dilaksanakan 

di Meunasah atau nama lain pada tingkat gampong  atau nama lain dan 

di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk 

oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain. 

4.   Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan atau sengketa 

dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat gampong   atau 

nama lain, di Mesjid pada tingkat Mukim, di laot pada balee nelayan 

dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain, 

Imeum Mukim atau nama lain, dan Panglima Laot atau nama lain. 

(Pasal 14 Qanun Nomor 10 Tahun 2008). 

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat (Pasal 15 Qanun Nomor 

10 Tahun 2008). 

Dengan lahirnya Qanun tentang lembaga mukim Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan 

Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan 

Gampong   Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Maka peluang 

pengambangan Tuha Peut baik Tuha Peut Mukim Maupun Tuha Peut 

Gampong sangat Strategis karena sudah diatur dalam berbagai aturan. 

Namun dalam pengembangannya perlu peran khusus dari tokoh-tokoh 

masyarakat untuk mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik 

fungsi maupun kewenangannya. 

Sehubungan dengan adanya payung hukum terhadap keberadaan 

lembaga-lembaga adat di tingkat mukim dan gampong, maka setiap 

perencanaan pembangunan, harus terlibat langsung untuk menyusun program-

program yang dirasakan dapat membawa perubahan baik di segi mental 

spiritual keagamaan maupun fisik. Sehingga perubahan kehidupan masyarakat 
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mukim dan gampong   dari tahun ke tahun akan lebih baik. Misalnya, hasiI 

musyawarah gampong menjadi pertimbangan bagi pemerintahan 

kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. 

Syariat Islam adalah bagian dari Hukum Islam, merupakan salah satu 

dari kerangka dasar agama dan ajaran Islam yang mengatur hubungan publik 

maupun  perdata dalam bentuk norma Ilahi.  Hukum Islam telah berbaur 

dengan hukum adat yang merupakan akar peraturan bangsa Indonesia dan 

mampu mempengaruhi praktek hukum di Indonesia, terutama dalam bidang 

keluarga dan sosial. Sejarah memainkan peranan yang penting, yaitu 

Samudera Pasai di Aceh yang merupakan tempat singgah Agama Islam 

pertama di Indonesia, mampu membuat doktrin Islam mempengaruhi 

kerajaan. Perpaduan hukum tersebut kemudian mengakar secara turun 

temurun sehingga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Penerapan 

syariat Islam di Aceh yang tidak terlepas dari faktor di terimanya syariat 

Islam dalam tatanan hukum adat Aceh, juga disebabkan oleh faktor pejuang 

Aceh yang mayoritas adalah ulama. Namun meskipun secara konstitusional 

syariat Islam sah menjadi hukum positif Aceh, pada prakteknya hukum 

positif tersebut tidak seluruhnya berasal dari syariat Islam. 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1. Peran Tuha Peut di Gampong 

Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Gampong Nomor 

06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke 

Gampong yang bersumber dari alokasi dana Gampong yang merupakan bagian 

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dana yang begitu besar 

ini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan 

atau dikorupsi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan peran tuha 

peut melakukan tugas dan fungsinya. Sesuai ketentuan pasal 34 Qanun 

Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Qanun Pemerintahan 

Gampong, disebutkan, bahwa  Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut:58 

1.  Meningkatkan upaya – upaya pelaksanaan syari’at islam dan adat dalam 

masyarakat.  

2.  Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya  

setempat yang memiliki asas manfaat. 

3.  Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberi 

persetujuan terhadap penetapan keuchik terhadap reusam gampong. 

4.  Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskandan 

memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan 

Belanja Gampong. 

                                                 
58 Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Qanun Pemerintahan Gampong 
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5.  Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap 

pelaksanaan Reusam  Gampong, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Gampong,  Pelaksanaan Keputusan dan kebijakan lainnya dari 

keuchik. 

6.  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah 

gampong. 

Tuha peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, 

fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas 

kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku 

pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga tuha peut diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a.  Terjalin nya kerjasama yang baik didalam desa. 

b. Terciptanya kerukunan antar warga. 

c. Terpeliharanya keamanan didalam desa. 

d. Terpeliharanyaadat-istiadat gampong (desa). 

e. Sebagai tempat bermusyawarah 

.Tugas dan Fungsi Tuha Peut dalam Masyarakat Aceh Lembaga tuha 

puet mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di 

suatu gampong, diantaranya adalah:59 

a.  Membentuk panit ia pemilihan keuchik, menetapkan calon terpilih keuchik, 

dan mengusulkan pemberhentian keuchik. 

b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama keuchik, menyusun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama keuchik. 

c.  Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak 

ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik. 

                                                 
59 Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Qanun Pemerintahan Gampong 
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d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan 

keputusan keuchik, dan menampung dan menindak lanjuti aspirasi 

masyarakat. 

e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan 

penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai 

penetapan perangkat gampong. 

f. Mengusulkan pejabat keuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Fungsi tuha peut di antaranya adalah : 

a. Meningkatkan pelaksanaan syari’at islam dan adat dalam masyarakat 

setempat 

b.  Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan 

budaya setempat yang memiliki asas mamfaat 

c.  Melaksanakan fungsi legislasi: Membahas/merumuskan dan memberikan 

persetujuan terhadap penetapan geuchik dan reusam gampong, Rencana 

Anggaran dan Pendapatan Belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. 

d. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengwasan terhadap 

pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan danbelajan 

gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari keuchik. 

e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan 

gampong 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan 

fungsi tuha peut dalam gmapong sangat vital, apalagi menyangkut masalah 

penyelesaian konflik/sengketa dan perumusahan anggaran desa yang selama ini 

dana desa sangat banyak pada setiap gampong yang pengelolaannya sangat 

penting di awasi. 
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3.2. Hambatan Tuha Peut dalam menjalankan perannya sebagai perangkat 

pemerintahan gampong di Gampong 

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Gampong yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Gampong adalah 

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 

disebutkan bahwa Dana Gampong tersebut ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Gampong.60 

Karena dana Gampong yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup 

besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi 

penggunaan dana Gampong tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai 

dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintahan Gampong dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara 

transparan dan akuntabel.  

Badan Permusyawaratn Gampong yang merupakan lembaga yang 

mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara 

sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang 

dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas 

sehingga Tuha Peut Gampong tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya 

untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik . Adanya mekanisme 

‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan 

Gampong. Semoga niat baik dari para pemimpin negeri ini untuk memajukan 

Gampong bisa segera terwujud agar Gampong tidak lagi dipandang sebelah 

                                                 
60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang 

bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2. 
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mata malah sebaliknya Gampong akan menjadi pusat kegiatan ekonomi 

sehingga warga Gampong tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. 

Dalam sistem pemerintahan gampong, tuha peut merupakan sebuah 

lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah. 

Anggota Tuha Peut dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui sebuah 

forum musyawarah gampong. Kelebihan yang dikehendaki dari seseorang 

anggota tuha peut antara lain adalah pengetauan dan kearifan di dalam masalah-

masalah kemasyarakatan. Biasanya jumlah menimal sebanyak 4 (empat) orang 

tidak sesuai dengan komposisi penduduk. 

Keempat orang tersebut terdiri atas unsur pemerintah, unsure agama, 

unsur pimpinan adat, dan unsur cerdik pandai yang berada di gampong dan 

mukim yang fungsinya memberi nasihat kepada keuchik dan imum mukim 

dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di gampong dan mukim. 

Lembaga tuha peut Gampong Miruek Taman, Krueng Kalee maupun 

Tungkop sangat penting kedudukannya dalam pemerintahan gampong. Sebagai 

lembaga musyawarah, tuha peut merupakan tempat perumusan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang akan dijalankan keuchik. Lembaga ini juga merupakan 

wadah tempat warga megusulkan sesuatu nasibnya apabila diperlakukan tidak 

adil, baik oleh keuchik maupun imum meunausah.  

Semua perkara yang berat baik urusan pemerintahan atau peradilan 

maupun urusan-urusan kemiliteran atau sejenis dengan itu dibicarakan di dewan 

tersebut sebelum mengambil keputusan, dan tidak satu hal pun dapat berjalan di 

luar “dewan’’. Namun pelaksanaan urusan-urusan semacam itu mendapat 

hambatan dalam pelaksanaannya adapun hambatan pelaksaannaya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai unsur pemerintahan gampong tidak ada kendala dan hambatan yang 

berarti, hal tersebut dapat dilihat dari peran dan fungsinya yang 
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dilaksanakan, salah satu diantaranya, pertama, mendorong pelaksanaan 

syariat Islam dan adat-istiadat dalam masyarakat. Kedua, memelihara adat-

istiadar, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki 

azasmenfaat. Ketiga, membentuk panitia pemilihan keuchik defenitif. Ketiga 

hal tersebut di atas memang berjalan walaupun belum begitu maksimal. 

2. Mengenai pembuatan Qanun gampong tidak yang dilakukan oleh tuha peut, 

memang terjadi kendala dan hambatan, artinya tidak ada satupun yang 

sifatnya tertulis yang diproduksi oleh lembaga tuha peut. Hal tersebut 

disebabkan kerang tingkat pendidikan anggota tuga peut yang sangat 

terbatas, kemudian kurangnya kapasitas yang dimiliki, bisa jadi kurangnya 

pembekalan dan pelatihan terhadap anggota tuha peut. 

3. Menyangkut sebagai penasehat keuchik, Tuha Peut mengalami kendala dan 

hambatan, hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi keuchik kurang 

berjalan efektif, seperti pelayanan administrasi pemerintahan, serta 

lambannya penanganan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Dari hal 

tersebut dapat disimpulkan fungsi pengawasan tuha peut sebagai enasehat 

keuchik tidak berjalan secara efektif. 

4. Dalam perumusan kebijakan, seringkali menemui kendala dan hambatan, 

dimana ada diantara anggota tuha peut yang rangkap jabatan, sebagai 

pengelola program-program kegiatan pemerintahan gampong, seperti 

pengelolaan dana BKPG dan ADG. Sehingga menyebabkan tumpang tindih 

fungsi dan tugas, satu sisi sebagai pengawas dan satu sisi sebagai pelaksana. 

5.  Tuha peut dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat mengalami kendala 

dan hambatan, karena sering putusan penyelesaian sengketa tersebut tidak 

dijalankan oleh para pihak yang bersengketa (masyarakat). Hal tersebut 

dikarenakan ada sengketa yang kebutulan pelakunya unsur pemerintahan 

gampong tidak dijalankan dan dilaksanakan.  

6. Melaksanakan syariat Islam di gampong mengalami kendala dan hambatan, 

dimana tidak ada kemauan politik (political will) dari anggota tuha peut, 
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sebagai salah satu contoh kurang sekali intensitas anggota tuha peut untuk 

memakmurkan mesjid, kemudian para istri dan keluarga tuha peut tidak 

menutup aurat. Tidak maksimalnya peran lembaga tuha peut, dikarenakan 

kurang memahami materi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

pemerintahan gampong. 

Persoalan tersebut tentu dikarenakan tingkat pendidikan anggota tuha 

peut yang sangat rendah serta kurangnya kapasitas. Temuan penulit ketika 

melakukan penelitian lapangan khususnya anggota tuha peut gampong Ujong 

Tanoh Darat, dari sembilan orang unsur tuha peut, lima orang yang dijadikan 

sebagai informan, empat orang diantaranya tidak tahutentang keberadaan Qanun 

Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang pemerintah gampong, yang di 

dalamnya menjelaskan tentang fungsi dan peran tuha peut. 

Dari studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa, beberapa peran tuha 

peut yang dilakukan di Ujong Tanoh Darat belum efektif dan belum sesuai 

dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang pemerintah gampong. Untuk 

menjawab persoalan tersebut perlu adanya sosialisasi terhadap keberadaan 

qanun tersebut. Kemudian perlu adanya pembekalan serta pelatihan yang 

berkelanjutan menyangkut fungsi dan peran tuha peut, sehingga ke depan dapat 

berjalan secara maksimal. 

Sehubungan dengan penelitian ini mengenai peran tuha peut sebagai 

perangkat gampong, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori pemerintahan, untuk memberikan arahan atau petunjuk untuk pemecahan 

permasalahan penelitian sisi substansi setiap sistem hukumnya. Karena 

kaitannya penelitian ini mengenai peran dan tugas pemerintahan, karena tuha 

peut merupakan bagian dari pemerintahan tingkat bawah.  
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Fungsi pemerintah dibedakan menjadi tiga peran dan fungsi kebijakan 

pemerintah, yaitu:61 

1. Fungsi Alokasi (Allocation Branch) Yaitu fungsi pemerintah untuk 

menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs) 

2.  Fungsi Distribusi (Distribution Branch), Yaitu fungsi yang dilandasi dengan 

mempertimbangkan pengaruh social ekonomis; yaitu pertimbangan tentang 

kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, 

mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan 

berbagai bakatnya termasuk tugas dan fungsi tersebut. 

3.  Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch), Yaitu fungsi menyangkut usaha 

untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan 

perekonornian (stabilisator perekonomian). 

Kaitan dari permasalahan peran atau tujuan di atas hampir selalu dijumpai 

pada setiap permasalahan mengenai tujuan atau kebijakan tertentu, misalnya 

mengenai tujuan untuk politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan 

perdagangan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan 

pertanian, perburuhan, pengangkutan, dan lain-lain. 

Landasan normatif Peran tuha Peut sebagai perangkat pemerintahan 

gampong di Gampong (menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

pemerintahan gampong), yaitu sebagai berikut:  

1.  Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B. “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak 

tradisional nya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam undang-undang. 

                                                 
61 M. Nur Daud, Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No.18 Tahun 

2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa, Jurnal, Banda Aceh, Fak.Hukum Unsyiah, 

2003, hlm 635 
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2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerh yang 

berlaku secara umum pada bagian ketiga “badan permusyawatan desa” jika 

dalam konteks Aceh disebut tuha peut. 

3. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada bab 

XV tentang mukim dan gampong, pada bagian kedua, pasal 115 ayat 2. 

“pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan perwakilan gampong 

yang disebut dengan tuha peut gampong atau nama lain.  

4.  Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintah gampong.  

5.  Qanun nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian 

keuchik di Aceh.  

6. Peraturan gubernur Aceh Nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pemerintahan gampong. 

Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa 

menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan 

mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab 

masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer 

dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan 

publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi 

kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal.  

Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan 

adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih 

dikenal sebutan Alokasi Dana Gampong (ADG). Alokasi Dana Gampong adalah 

dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang 

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Kabupaten/Kota.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui 
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bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), 

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

Dana Gampong (ADG) merupakan dukungan dana oleh pemerintah 

pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan 

dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Gampong 

Miruek Taman, kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dari hasil 

pengamatan awal yang dilakukan penulis memiliki permasalahan dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Gampong.  

Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan baik 

dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan program yang ditetapkan. 

Permasalahan lain adalah fungsi pengawasan yang dijalankan Badan 

Permusyawaratan Gampong (BPG) terhadap pengelolaan Alokasi Dana 

Gampong (ADG). Seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 

2014 tentang desa dimana dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Gampong 

(BPG) berfungsi mengawasi pemerintahan desa.   

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan dapat berperan 

maksimal dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan yang dimilikkinya 

terlihat belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal dalam pengalokasian 

dana desa tersebut diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut 

tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang oleh 

BPD yang dimaksud adalah pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat 

rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Selain itu kesesuaian 

antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta 

besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang 

dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. 

 Untuk itu identifikasi berbagai problem terkait pengeloalaan ADD 

sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi sekaligus 

pencegahan agar hal itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui peranan Badan Permusyawaratan 
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Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Gampong di 

Gampong Mirurk Taman , kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.  

Ketua Tuha Peut Gampong Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, 

Aceh Besar, beserta tiga anggota dan satu Sekretaris Tuha Peut gampong 

tersebut mundur dari jabatan masing-masing sejak 15 November 2017. Mereka 

mengaku mengundurkan diri karena ketidakpercayaan terhadap Keuchik Krueng 

Kalee, Syamsuddin yang mereka nilai tidak transparan mengelola dana desa. 

 Ketua Tuha Peut Krueng Kalee, Iskandar M Amin beserta tiga anggota 

dan sektretaris tuha peut menyampaikan hal pengunduran diri selaku tuha peut. 

Menurut Iskandar, ketidakharmonisan mereka terhadap Keuchik Syamsuddin 

sudah lama. Bahkan, sebutnya sekelumit masalah yang terjadi di Krueng Kalee, 

sudah beberapa kali difasilitasi Camat Darussalam. Tapi, tidak ada titik temu. 

Bahkan pada September 2017, ketua tuha peut beserta tiga anggotanya dan 

sekretaris tuha peut, juga pernah mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Besar 

yang di dalam surat itu ditandatangani 86 warga Krueng Kalee perihal mosi tak 

percaya terhadap keuchik. 62 

“Di saat warga mengeluhkan kinerja keuchik yang tidak transparan 

dalam hal pengelolaan dana desa. Tidak tegas, tidak mampu mengayomi 

masyarakat serta tidak adil, kami dari tuha peut berkewajiban menyampaikan 

hal itu ke keuchik. Tudingan warga yang menyebutkan keuchik tidak transparan 

dari segi pengelolaan dana desa, kami minta keuchik menggelar rapat umum 

atau rapat tahun dengan seluruh masyarakat. Tapi, saran itu tak pernah digubris 

dan keuchik mengulur-ulur waktu,” sebut Iskandar didampingi Sekretaris Tuha 

Peut Krueng Kalee, Faizin Abdullah, Anggota Tuha Peut, Ifwandi, Khaizir dan 

Bukhari. 

Iskandar mengklaim setiap hal yang diputuskan di gampong, keuchik 

diklaim hanya mengonsultasikan kepada sekretaris gampong dan bendahara, 

                                                 
62 Iskandar M Amin, Ketua Tua peut Gampong Krueng Kale, wawancara, 31Desember 

2019. 
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tanpa melibatkan para tuha peut. “Dari pada kami tak dianggap, lebih baik kami 

para tuha peut mengundurkan diri.63 

Berdasarkan wawancara dengan Keuchik Krueng Kalee, Syamsuddin 

menjelaskan semua tudingan terhadapnya tidak benar. Misalnya, ia 

menyebutkan soal pengelolaan dana desa olehnya yang mereka klaim tak 

transparan, hal ini sudah turun tim Inspektorat Aceh Besar untuk mengaudit. 

Hasilnya kata Syamsuddin, tidak ada penyimpangan yang dia lakukan. “Saya 

sendiri juga bingung, mosi tak percaya yang mereka sebutkan atas dasar apa. 

Tidak transparan, kenyataannya inspektorat telah turun. Lalu, saya katanya tidak 

tegas, tegas seperti apa yang dimaksudkan. Lalu tidak mengayomi, padahal 

intinya saya selalu bersama masyarakat dalam setiap kegiatan. Adapun 

persoalan itu, saya pikir itu sesuatu yang dimunculkan.64 

Dikonfirmasi terpisah, Camat Darussalam, Ziaul Azmi yang 

menyebutkan permasalahan itu sudah berulangkali difasilitasi, namun belum 

membuahkan hasil. Ziaul Azmi n juga menjelaskan tak ada satu pasal pun yang 

menyebutkan camat bisa memberhentikan keuchik, kecuali keuchik terlibat 

tindak kriminal, melakukan tindakan asusila dan hal lain yang melanggar norma. 

“Terkait pengunduran diri tuha peut, itu hak mereka. Jangan sampai hal itu 

berlarut, saya minta dipilih kembali para tuha peut agar roda pemerintahan 

gampong tidak lumpuh.65 

 

3.3. Realita Lokasi dan subyek Penelitian  

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu kecamatan dalam 

kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari 29 desa, dan terbagi dalam 3 

kemukiman. Nama Kecamatan Darussalam Ibu kota Kecamatan Lambaro 

                                                 
63 Iskandar M Amin, Ketua Tua peut Gampong Krueng Kale, wawancara, 31Desember 

2019. 
64 Burhhanuddin, Keuchik Gampong Krueng Kale, wawancara, 1 Januari 2020 
65 Zial Ul Azmi, Camat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Waancara, Tgl. 

3 Januari 2020. 



59 

 

 

 

Angan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi, Aceh. Luas Kecamatan : 38,43 Km2 

(3.843 Ha), 3 Mukim, 29 Gampong, dengan batas-batas kecamatan :   

• Sebelah Utara : Kecamatan Baitussalam dan   Kecamatan Mesjid Raya  

• Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Baro     

• Sebelah Barat : Kecamatan Baitussalam,   Kecamatan Krueng Barona Jaya, 

dan  Kota Banda  Aceh  

• Sebelah Timur : Kecamatan Mesjid Raya    

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa wilayah kecamatan 

Darussalam terdiri dari 29 gampong, dan 3 kemukiman dengan perincian 

sebagai berikut :66 

1.  Mukim Lambaro Angan 

• Angan 

• Gampong Blang 

• Gampong Cot 

• Lambada Peukan 

• Lambaro Sukon 

• Lambiheu 

• Lampeudaya 

• Miruk Taman 

• Suleue 

2.  Mukim Siem 

• Krueng Kalee 

• Lam Asan 

• Lambiheu Siem 

• Lambitra 

• Lamklat 

• Lamreh 

• Lie Eue 

• Siem 

3.  Mukim Tungkop 

• Berabung 

• Lam Keuneung 

• Lam Ujong 

• Lamduroy 

• Lamgawe 

                                                 
66 Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, 2019. 
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• Lampuja 

• Lampuuk 

• Limpok 

• Lamtimpeung 

• Tanjong Deyah 

• Tanjong Seulamat 

• Tungkop. 

 

3.4. Analisis Penulis 

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBG berbeda,maka 

kebijakan keuangan gampong juga dirinci pada masing-masing komponen 

tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun 

hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBG dapat dilihat dalam 

skema. 

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan 

kegiatan dengan keuangan gampong. Satuan terkecil dari perencanaan strategis 

adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan,dan 

standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan 

belanja. Dengan demikian arah kebijakan belanja Gampong Miruek Taman, 

Krueng Kalee dan Tungkop prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung 

kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak 

mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk 

menutup semua kebutuhan belanja, APBG harus mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali 

agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan 

diarahkan agar sumber–sumber pendapatan yang mendukung APBG selama ini 

diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya, dan diupayakan 

sumber-sumber baru oleh Pemerintah, gampong Miruek Taman, Krueng Kalee 

maupun Tungkop. 

Mengingat bahwa komponen APBG gampong Miruek Taman, Krung 

Kalee maupun Tungkop menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih 
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antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan 

ke pembiayaan. Dalam hal APBG mengalami defisit, maka kebijakan 

pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit 

tersebut (penerimaan pembiayaan). 

Sebaliknya, apabila APBG mengalami sisa lebih, maka atas 

surplustersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos 

pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuanganh Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 Tahun 2014 Tentang perencanaan Desa,Peraturan Bupati Aceh Besar 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong yang 

antara lain menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan gampong harus dikelola 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, 

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan 

danpengeluaran keuangan gampong dalam tahun anggaran yang bersangkutan 

harus dimasukkan dalam APBG, dan selanjutnya APBG tersebut dijadikandasar 

bagi pemerintah gampong dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran 

gampong yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

serta kemampuan keuangan gampong, oleh karena itu prinsip pengelolaan 

iniakan tercermin pada proses penyusunan anggaran gampong, struktur 

pendapatan dan struktur belanja desa. 

Sebagai data dapat digambarkan, bahwa jumlah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2018 untuk lokasi yang menjadi sample 

penelitian yang didasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 

Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018 : 
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- Gampong Miruek Taman Kemukiman Lambaro Angan,  Rp. 642.067.000,- 

- Gampong Tungkop Kemukinam Tungkop, Rp. 646.580.000,- 

- Gampong Krueng Kalee Kemukiman Siem, Rp. 663.637.000,- 

Dengan realiasi sebagai berikut : 

- Gampong Miruek Taman Kemukiman Lambaro Angan, Rp. 515.425.000,- 

(81,99%) dengan jumah sisa Rp. 119.502.000,- 

- Gampong Tungkop Kemukinam Tungkop, Rp. 498.452.000,- (77.09%) 

dengan jumlah sisa Rp. 148.128.000,- 

- Gampong Krueng Kalee Kemukiman Siem, Rp. 544.135.000,- (76%).000,- 

Adapun yang menjadi alasan pemilihan ketiga Gampong tersebut, 

Miruek Taman, Krueng Kalee dan Tungkop sebagai sample penelitian adalah 

karena kurangnya berfungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut 

dalam pelaksanaan anggaran Gampong, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 

dengan Camat Kecamatan Darusslam, Ziaul Azmi, diketahui, bahwa berkaitan 

dengan fungsi Tuhan Peut disebagian besar gampong dalam kecamatan 

Darussalam belum memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga 

menyebabkan ada gampong selalu menimbulkan masalah. Di samping itu, 

kebanyakan Tuha Peut tidak memahami peraturan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan gampong, sehingga menyebabkan fungsi pengawasan 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 



 

 

 

63 

 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

tentang Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Dalam Pengelolaan Anggaran 

Gampong (BPG) (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam), maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.  Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong Miruek Taman, 

Krueng Kalee  dan Tungkop kurang efektif melaksanakan perannya sebagai 

perangkat pemerintahan di Gampong Miruek Taman, Krueng Kalee  dan 

Tungkop sebagaimana yang diamanatkan dalam  Qanun Nomor 5 Tahun 

2003 tentang pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota Tuha Peut 

kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam 

Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, 

sehingga anggota Tuha Peut Gampong Miruek Taman, Krueng Kalee  dan 

Tungkop kurang efektif dalam melaksanakan perannya sebagai perangkat 

pemerintahan gampong. 

2.  Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong, 

Tuha Peut yang ada di Gampong Miruek Taman, Krueng Kalee  dan 

Tungkop mendapatkan hambatan yang tidak terlalu sulit, karena dalam 

menjalankan perannya masih aktif, namun beberapah hal yang masih tidak 

dapat dijalankan dengan afektif sebagaimana yang diatur dalam Qanun 

Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong. Pelaksanaan peran 

Tuha Peut sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun tersebut ternyata 

belum terealisasi dengan baik, hal ini karena tingkat pendidikan dan 
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pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai 

anggota Tuha Peut masih rendah. 

4.2. Saran  

Dengan melihat uraian-uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan 

serta kesimpulan, penulis memberikan altenatif pemecahan berupa saran sebagai 

berikut: 

1.  Selama ini kita melihat lembaga tuha peut Gampong Miruek Taman, Krueng 

Kalee  dan Tungkop kurang efektif dalam menjalankan fungsinya, padahal 

lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. 

Indikator ini tidak terlepas dari faktor yang paling dominan adalah pengaruh 

dari tentang Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong. 

Oleh sebab itu sebaiknya kerjasama serta koordinasi yang baik antara 

pemerintah dan lembaga adat tuha peut merupakan sebuah kemutlakan yang 

harus dijalin. 

2.  Peran dan fungsi lembaga tuha peut sebaiknya perlu dikembangkan dan 

diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh 

pemerintah. Ketika lembaga adat gampong di Aceh berfungsi dengan baik 

maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh dan 

MoU Helsinki beberapa tahun yang yang lalu. Kedamaian dan kesajahteraan 

masyarakat merupakan dambaan semua kita. Pemerintah dalam satu sisi, dan 

masyarakat di sisi lain. Untuk meningkatkan kepercayaan tuha peut, 

sebaiknya perlu melaksanakan Pelatihan kepada anggota Tuha Peut yang 

ada di Gampong Miruek Taman, Krueng Kalee  dan Tungkop.
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